
 
 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 21 TAHUN 1980 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1967 

TENTANG IURAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN DAN IURAN HASIL HUTAN 
 

Presiden Republik Indonesia, 
  
Menimbang : a. bahwa dalam  rangka menjaga kelestarian sumber daya alam di bidang 

kehutanan, hasil hutan yang dipungut dari hutan Negara harus dimanfaatkan 
secara maksimal dengan mencegah adanya pemborosan serta mengenakan 
Iuran Hasil Hutan terhadap semua hasil hutan yang dipungut dari hutan 
Negara;  

b. bahwa untuk dapat meningkatkan pembangunan di bidang hutan dan 
kehutanan di Daerah, perlu dilaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam 
pengaturan serta penggunaan Iuran Hasil Hutan;  

c. bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 
huruf b, maka perlu diadakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 
Tahun 1967;  

  
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;  

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2823);  

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3037);  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 tentang Iuran Hak Pengusahaan 
Hutan dan Iuran Hasil Hutan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 36, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2844);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan 
Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2935) juncto Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 tentang Perubahan Pasal 9 Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan 
(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3055);  
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